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ABSTRAK 

 

Kawasan Kepatihan merupakan salah satu kawasan yang memiliki urgensi cukup besar 

pada masa pemerintahan Keraton Surakarta, tempat dimana Lembaga Kepatihan 

melaksanakan sistem pemerintahan. Adanya gejolak di Surakarta pasca peristiwa 

kemerdekaan Indonesia mengakibatkan kawasan ini dibumihanguskan. Kini kawasan 

tersebut selain menjadi permukiman dan perkantoran juga dikenal sebagai “kantong seni” 

karena adanya kegiatan kesenian yang cukup aktif di kawasan tersebut. Melalui metode 

fenomenologi, artikel ini mengkaji bagaimana transformasi citra kawasan kepatihan yang 

sebelumnya memiliki citra politis yang kuat menjadi citra kultural. Hasil penelitian 

menunjukkan meskipun peruntukan kawasan pada masa awalnya erat dengan citra politik, 

namun citra kultural pada kawasan telah muncul melalui Paheman Radya Pustaka yang 

didirikan oleh Patih Sosrodiningrat IV. Paheman Radya Pustaka tersebut mengantarkan 

citra kultural yang ada di Kawasan Kepatihan saat ini dan keberlanjutannya terus 

diupayakan oleh masyarakat disertai dukungan pemerintah setempat.  

 

Kata Kunci : nilai ruang, identitas ruang, Kepatihan Surakarta 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pandangan kota sebagai suatu wadah yang penuh dengan modernitas kerap 

mengesampingkan peninggalan masa lalu sebagai suatu identitas yang membantu 

perkembangan manusia menjadi lebih baik (Kusumawijaya, 2023). Padahal 

kebudayaan dapat menjadi jembatan untuk mengarah kepada pembangunan yang 

lebih berorientasi pada manusia (UNESCO, 2016). Konsep kebudayaan kerap 

dipandang sebagai komponen fisik yang melengkapi suatu kota, seperti halnya 

keberadaan museum dan keraton. Kebudayaan juga memegang peranan besar 

dalam tumbuh kembang kota mulai dari segi politik hingga ekonomi (Kourtit & 

Nijkamp, 2022).  

Surakarta sendiri dikenal sebagai kota budaya karena adanya akar sejarah 

peninggalan kerajaan mataram islam berupa keraton Kasunanan Surakarta yang 

menghasilkan berbagai produk kebudayaan (Purwani et al., 2022). Raja yang 

bertakhta di Keraton Surakarta memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan dan 

kebudayaan (Kusumasuti, 2016). Adanya keyakinan yang dianut membuat Raja 

tidak mungkin turun tangan langsung untuk mengurus segala sistem 

pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu diutuslah seorang pejabat Patih yang 

mengelola segala aspek birokrasi. Pemilihan patih ini tidak hanya didasari oleh 

persetujuan raja, namun juga oleh pihak kolonial agar dapat melakukan 
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pengawasan terhadap wilayah jajahannya (Prasadana & Gunawan, 2019). 

Kawasan Kepatihan Surakarta merupakan suatu wilayah yang diperuntukan bagi 

Lembaga Kepatihan sebagai Lembaga eksekutif (Rijsbestuurder) dalam birokrasi 

Keraton Surakarta Hadiningrat. Didalamnya terdapat bangunan perkantoran serta 

rumah-rumah milik patih yang menjabat (Gunawan et al., 2010). 

Berhentinya sistem pemerintahan swapraja akibat peristiwa revolusioner 

mengakibatkan pembekuan lembaga Kepatihan dan mengubah peran Keraton 

Kasunanan Surakarta menjadi pelestari kebudayaan jawa (Ariyanti, 2013). 

Kawasan Keapatihan juga kehilangan urgensi dan vitalitasnya di Surakarta. 

Meskipun lokasinya berada di pusat kota Surakarta, situasi eksisting kawasan 

tersebut tidak terlalu menampakkan identitas kawasan tersebut. Sebagai kota 

dengan jenama kota budaya yang dimiliki Surakarta, nyatanya tidak banyak 

mempertimbangkan makna kebudayaan yang ada dalam tata ruang kotanya. Bukti 

bahwa pemerintah tidak mengindahkan nilai budaya dapat dilihat melalui 

peristiwa demolisi bangunan Kantor Sosronegaran yang merupakan bangunan 

terakhir yang tersisa dari komplek Kantor Kepatihan (Priyatmoko, 2019).   

Kawasan Kepatihan yang dimaksud dalam penelitian ini saat ini menjadi 

bagian dari administrasi kelurahan di Kota Surakarta yaitu Kelurahan Kepatihan 

Wetan dan Kepatihan Kulon. Kawasan Kepatihan menjadi salah satu permukiman 

di Kota Surakarta yang lokasinya cukup strategis. Selain permukiman, kawasan 

ini juga memiliki sarana pendidikan, perkantoran, serta koridor perdagangan dan 

jasa. Kawasan inipun memiliki banyak keunikan. Keunikan tersebut ada pada 

sejarah kawasan, karakteristik permukiman, aktivitas kesenian didalam kawasan, 

tokoh-tokoh dari Kepatihan, dan peran Kepatihan terhadap Kota Surakarta. 

 
Gambar 1. Peta Kawasan Kepatihan Eksisting 

Sumber: Penulis, 2023 
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Dalam perencanaan tata ruang, memahami nilai ruang diperlukan untuk 

mengarahkan arah pembangunan suatu kawasan sesuai dengan citra dan akar yang 

sesuai. Pemahaman mengenai nilai merupakan hal yang penting karena nilai 

merupakan inti dari suatu desain dalam lingkungan terbangun yang 

keberadaaanya memengaruhi proses pembentukan ruang, hasil akhir, dan 

pengelolaannya (Roberto & Clarke, 2021).  

Nilai ruang dilihat dari aset yang diketahui dan dimiliki oleh suatu lanskap, 

hal ini dapat berupa benda dan tak benda. Salah satu nilai tak benda adalah nilai 

kebudayaan, nilai kebudayaan memiliki banyak definisi, mulai dari nilai sosial, 

ekonomi, politik, historis, estetis, usia, dan ekologi (Silva & Roders, 2012). 

Budaya berkembang melalui interaksi sosial, pendidikan, dan transmisi nilai antar 

generasi. Adanya interaksi sosial menciptakan kebudayaan dalam masyarakat 

yang tidak dapat terpisahkan, inilah mengapa kebudayaan dan masyarakat 

memiliki istilah sendiri yaitu “society” (Normina, 2017). Budaya bukan hanya 

merupakan warisan masa lalu, namun juga elemen dinamis yang terus 

berkembang dalam masyarakat sehingga penting untuk memahami budaya 

sebagai aspek integral dalam proses pembangunan dan transformasi sosial 

(Kuntowijoyo, 2004). 

Ruang bukanlah suatu entitas yang netral dan tetap, melainkan sesuatu yang 

terus menerus diproduksi melalui interaksi sosial dan politik (Lefebvre, 1991). 

Nilai ruang Kawasan Kepatihan yang dibahas dalam penelitian ini akan 

memberikan wawasan antara berbagai aspek yang terkonfigurasi untuk memenuhi 

tujuan yaitu berfokus pada pembangunan yang berorientasi pada manusia tanpa 

meninggalkan nilai leluhur yang telah menciptakan kebudayaan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Kajian penelitian untuk mengetahui transformasi nilai ruang Kawasan 

Kepatihan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penggunaan 

asumsi dan intepretasi untuk melakukan penelitian ke suatu inividu atau 

kelompok untuk menjawab permasalahan manusia dan sosial (Creswell, 2013). 

Tahapan penelitian dilakukan dengan prosedur penelitian fenomenologi  Dalam 

prosedur penelitian fenomenologi, peneliti melakukan penggabungan nilai dasar 

yang telah diperoleh dari kajian pustaka yang sebelumnya dilakukan dengan 

premis yang didapatkan dilapangan (Setianingrum, 2021). Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara mandalam, serta studi pustaka.  

Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber terpilih yang mencakup 

masyarakat yang hidup didalam kawasan penelitian, komunitas sejarah, 

akademisi, dan perwakilan dari instansi pemerintah. Dalam wawancara tersebut 

peneliti menggali informasi tentang sejarah Kawasan Kepatihan Surakarta, aset 

penting yang dimiliki kawasan, pandangan narasumber mengenai kawasan, 

potensi kawasan kepatihan, serta peran Kawasan Kepatihan terhadap Kota 

Surakarta. Pencarian informasi dihentikan ketika peneliti telah mendapatkan 

kejenuhan data.  

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu satu tahun di Kawasan Kepatihan 

Surakarta. Kawasan Kepatihan sendiri merupakan gabungan dari dua kelurahan 

di Surakarta yaitu Kelurahan Kepatihan Wetan dan Kelularahan Kepatihan Kulon. 
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Keduanya merupakan bagian penting dari sejarah pemerintahan Surakarta, namun 

belum banyak penelitian yang membahas Kepatihan dari segi keruangan sehingga 

penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dari hal tersebut. Eksplorasi yang 

dilakukan diharapkan dapat mengembangkan landasan konseptual untuk 

rekomendasi perencanaan ruang yang berkelanjutan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.   Perkembangan Kawasan Kepatihan Surakarta 

Perkembangan Kawasan Kepatihan Surakarta dapat dibagi menjadi beberapa 

periode berdasarkan masa pemerintahannya. Periode pertama yaitu merupakan 

masa pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta dan kolonial. Dualisme 

pemerintahan ini terjadi dalam kurun waktu yang sama karena pada masa tersebut. 

Keraton Surakarta masih merupakan daerah jajahan Belanda atau pihak kolonial. 

Periode kedua, yaitu masa revolusi, yaitu masa transisi penting yang banyak 

mengubah wajah Kawasan Kepatihan Surakarta. Periode ketiga, yaitu masa pasca 

kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, Kawasan Kepatihan yang sempat 

mengalami penurunan eksistensi berusaha menampakkan dirinya kembali melalui 

inisiatif para tokoh dan bantuan dari pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Tabanan termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita yang 

merupakan kawasan metropolitan terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan 

terbesar kedua di Kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan penutup lahannya, 

wilayah ini justru didominasi oleh lahan pertanian. Hasil pemetaan penutup lahan 

menggunakan interpretasi hibrida menunjukkan bahwa lahan pertanian memiliki 

luas 48569.72 Ha atau sebesar 57% dari total penutup lahan di Kabupaten Tabanan. 

Hal ini membuat Kabupaten Tabanan mendapatkan julukan sebagai lumbung padi 

di Pulau Bali (Kartika et al, 2021). 
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Gambar 3. Peta Penutupan Lahan 

 

Hasil analisa skoring yang mayoritas untuk pentup lahan di Kabupaten Tabanan 

adalah skor sangat buruk dengan kenampakan objek berupa objek badan air dan 

beberapa pemukiman. Analisa ini diambil dari jumlah persentase tajuk vegetasi 

yang rendah dan objek tersebut memiliki persentase tajuk vegetasi rendah. Untuk 

skor sangat tinggi yaitu penutup lahan hutan dengan kerapatan tajuk diatas 80%, 

sangat jarang di Kabupaten Tabanan. Penutup lahan dengan skor tinggi 

terkonsentrasi pada wilayah utara yang merupakan area pegunungan (Gambar 3). 

Kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Tabanan didominasi kelas lereng curam 

yaitu dengan kemiringan lereng 25 – 45%. Area lereng 25-45% memiliki luas 

sekitar 15375 Ha atau sebesar 18% dari luas Kabupaten Tabanan. Skor dominan 

yang ada di Kabupaten Tabanan adalah skor 2 yaitu skor kemiringan lereng curam. 
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Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng 

 

Tingkat bahaya erosi di Kabupaten Tabanan hasil analisa menggunakan metode 

USLE (Universal Soil Lost Equation) didominasi dengan tingkat erosi yang sangat 

rendah dengan luas 80068.23 Ha atau sebesar 94% dari luas Kabupaten Tabanan. 

Terdapat juga area dengen tingkat bahaya erosi yang tinggi berada di Kecamatan 

Baturiti, di kecamatan tersebut didominasi dengan tingat erosi tinggi dan sedang. 

 
Gambar 5. Peta Tingkat Bahaya Erosi 

 

Parameter manajemen untuk analisa lahan kritis di Kabupaten Tabanan memiliki 

skor dominan untuk area kawasan hutan lindung lengkap. Untuk parameter 

produktivitas di Kabupaten Tabanan juga tinggi di sector pertaniannya sehingga 

hasil produksi yang dihasilkan tinggi. Hasil analisa dari overlay beberapa parameter 

yang sudah dihasilkan akan menghasilkan nilai bobot total, bobot total dihasilkan 

dari penjumlahan nilai skoring x bobot, yang dapat dilihat pada tabel 6. 
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Gambar 6. Peta lahan Kritis 

 

Hasil analisa lahan kritis yang didapat untuk Kabupaten Tabanan didominasi 

lahan tidak kritis dengan luas 60408.66 Ha atau sebesar 71% dari luas Kabupaten 

Tabanan (Gambar 6). Kecamatan yang didominasi dengan lahan tidak kritis berada 

di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat. Terdapat area sebesar 5267.82 Ha 

sebesar 6% hasil dari analisa lahan kritis masuk ke kategori potensial kritis, area 

seperti ini perlu dilakukan pengelolaan tanah yang intensif supaya tidak berubah 

menjadi kritis. 

 
Gambar 7. Overlay penggunaan lahan dengan analisa lahan kritis 

 

Terdapat area dengan tingkat lahan kritis yang sangat tinggi/ sangat kritis berada 

di Kabupaten Tabanan yaitu di Kecamatan Baturiti, ini diakibatkan karena di lokasi 

tersebut memiliki persentase tajuk vegetasi yang rendah akibat dari banyaknya 
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pemukiman yang ada di sana, mengingat Kecamatan Baturiti memiliki daya tarik 

wisata yaitu Danau Bedugul. Hal tersebut juga menjadikan lahan di Kecamatan 

Baturiti juga banyak yang rusak ringan dan rusak sedang (Naibaho et al, 2022). 

Jumlah luas area lahan sangat kritis di Kabupaten Tabanan 104.46 Ha sebesar <1% 

walaupun secara luas dan persentase sangat kecil sebaiknya dilakukan pengelolaan 

lahan yang intensif supaya lahan tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik lagi. 

Secara penutup lahan eksisting untuk area dengan tingkat lahan kritis tinggi dan 

sangat kritis adalah area permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan atau 

didominasi area permukiman pada Gambar 7, mengingat Kecamatan Baturiti 

memiliki kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam akan tidak maksimal 

apabila membangun di area tersebut. Secara tingkat bahaya erosi juga tinggi akan 

sangat membahayakan apabila kedepannya dilakukan pembangunan. Factor 

pengembangan pariwisata di Kecamatan Baturiti yang sangat tinggi membuat 

perkembangan baik permukiman sangat tinggi. 

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Tabanan seharusnya untuk area yang 

memiliki tingkat lahan kritis yang tinggi hingga sangat kritis sebaiknya dihindari 

untuk dilakukan pengembangan kawasan permukiman karena diakibatkan dengan 

adanya aktivitas perkembangan kawasan permukiman akan membuat lahan tersebut 

semakin tidak dapat dimanfaatkan dan bahaya erosi yang tinggi akan 

membahayakan masyarakat yang tinggal di area tersebut. Untuk area lahan kondisi 

sangat kritis yang sudah masuk ke dalam zona kawasan hutan lindung tidak masalah 

apabila dikembalikan lagi menjadi kawasan yang seharusnya. 

 
Gambar 8. Overlay RTRW Rencana Pola Ruang dengan analisa lahan kritis 

 

Studi ini masih terdapat limitasi seperti proses analisis data masih 

menggunakan analisis overlay konvensional atau berbasis vektor. Future work yang 

bisa diterapkan berdasarkan limitasi dari studi ini adalah menggunakan raster 

overlay yang berbasis logika fuzzy. Pendekatan ini lebih representatif dibandingkan 

pendekatan vektor yang tidak mempertahankan sifat kontinu dari data masukan 
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(Oktaviani et al, 2017; Kirschbaum et al, 2016). Pendekatan yang lebih representatif 

akan menghasilkan kebijakan penanganan lahan kritis yang lebih baik juga. 

 

D. KESIMPULAN 

Tingkat kondisi lahan yang memiliki kategori sangat kritis di Kabupaten 

Tabanan memiliki luas 104.46 Ha atau sebesar <1% berada di Kecamatan Baturiti. 

Walaupun secara luas dan persentase sangat kecil sebaiknya dilakukan pengelolaan 

lahan yang intensif. 

Sebaran penggunaan lahan yang miliki kondisi lahan yang sangat kritis 

sebagian besar didominasi penggunaan lahan eksisting permukiman. Secara 

penataan ruang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) zona- zona kawasan 

permukiman juga masuk ke kategori kondisi lahan sangat kritis. Perlunya 

pengaturan zona- zona kawasan permukiman untuk memperhatikan fungsi resapan 

air. 
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